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I tengah-tengah

hiruk pikuk soal

rencana koalisi pe-

milihan presiden
pascapemilu legislatif 9 April
dan perpecahan di tubuh
Partai Persatuan Pemba-
ngunan (PPP), pada Senin
(21/4) petang publik dike-
jutkan dengan keterangan
dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang mene-
tapkan Hadi Poernomo (HP)
sebagai tersangka. Penetapan
tersebut bersamaan dengan
hari ulang tahun HP sekali-
gus berakhirnya masa tugas
(pensiun) pria kelahiran Pa-
mekasan itu sebagai pegawai
negeri sipil di Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK).

Penetapan HP sebagai ter-
sangka memang tidak ada
kaitannya dengan jabatan dia
sebagai Ketua BPK. Jika dite-
lusuri, kasus tersebut bermula
dari keberatan yang diajukan
Bank Central Asia (BCA) terha-
dap SKP nihil PPh WP badan
tahun pajak 1999 sebesar Rp5,7
triliun, dan atas SKP nihil terse-
but BCA pada Juni 2003 meng-
ajukan keberatan atas pajak
penghasilan badan sebesar
Rp375 miliar.

Secara normatif ketentuan
keberatan pajak diatur dalam
Pasal 25 ayat (1) UU KUP yang
menyatakan wajib pajak dapat
mengajukan keberatan kepada
Dirjen Pajak atas suatu surat
ketetapan pajak kurang bayar,
SKPKB tambahan, surat keteta-
pan pajak nihil, surat ketetapan
pajak lebih bayar, dan pemo-
tongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga berdasarkan ke-
tentuan perundang-undangan
perpajakan. Ketentuan Pasal
25 ayat (1) tersebut selanjut-
nya juga disandingkan dengan
Pasal 36 ayat (1) khususnya
huruf d UU KUP, yakni Dirjen
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Pajak karena jabatannya atau
atas permohonan WP dapat
membatalkan hasil pemerik-
saan pajak atau ketetapan
pajak dari hasil pemeriksaan
yang dilaksanakan tanpa me-
nyampaikan surat pemberita-
huan hasil pemeriksaan.

Atas dasar tersebut HP yang
menjabat Dirjen Pajak 2002-
2004 mengeluarkan keputusan
menerima keberatan BCA.
Dampak keputusan tersebut
BCA tidak perlu membayar
Rp375 miliar ke

kan juga pengenaan pidana
dengan pasal-pasal UU Tindak
Pidana Pencucian Uang (money
laundry)

Adakah aktor lain?

Ada benarnya ungkapan
yang menyatakan pembuktian
semua kejahatan keuangan
tidak mudah dan hanya orang-
orang tertentu atau badan
tertentu yang bisa membong-
karnya. Jika kita menitik dari
kasus tersebut, tepat kiranya

kehati-hatian

negara.

KPKhanya ‘un-
tuk sementara’

Implemen- : : :
tasi ketentuan deak p_ldana kOI’Up.SI menetapkan
pasal tersebut hampir tidak mungkin ~ satu tersangka,
memang ber- berdiri sendiri. Dalam hal ~ yakni HP. Na-
potensi untuk ini tentu pihak-pihak yang mun, dalam pe-
adanya penya- ngembangan

lahgunaan ke-
wenangan atau
perbuatan me-
lawan hukum
sehingga me-
rugikan negara
Rp375 miliar.
Oleh karena
itulah, patut
diduga HP me-
lakukan tindak
pidana yang tertuang dalam
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3
UU Tindak Pidana Korupsi
dan Pasal 55 KUH Pidana yang
berkenaan dengan penyalah-
gunaan kewenangan untuk
memperkaya diri sendiri dan/
atau orang lain sehingga meru-
gikan keuangan negara. Walau
demikian, penetapan dengan
UU Tindak Pidana Korupsi
dan KUHP tersebut karena cu-
kup banyak dan kompleksnya
cakupan kejahatan keuangan
negara, patut dipertimbang-

terkait dengan pembayaran
PPh badan utamanya wajib
pajak tersebut sangat

mengetahui siapa saja yang

‘ikut bermain’ dalam pusaran
penggerogotan keuangan
negara yang terjadi pada

2004 tersebut.

perkara ke-
beratan pajak
yang nilainya
lebih dari Rp5
miliar (saat itu)
menjadi otori-
tas Dirjen Pa-
jak, hasil telaah
keberatan dari
Direktur PPh,
yakni adakah
ketidakpatuhan baik formal
maupun material dari wajib
pajak dalam proses pengajuan
keberatan, harus menjadi pintu
masuk.

Dari hasil telaah tersebut
tentulah bisa tergambar apa-
kah hal itu dilakukan sendiri
atau bersama-sama. Dari ha-
sil kajian penelaah keberatan
itulah bisa diketahui apakah
telah terjadi penyalahgunaan
kewenangan atau tidak. Rambu
yang digunakan sebagai pi-
jakan penelaahan keberatan

itu bisa dilihat dari SE Dirjen
Pajak No SE 68/P]J/1993 tanggal
22 Desember 1993 tentang pe-
tunjuk pelaksanaan ketentuan
Pasal 16, 26, dan 36 UUKUP
pada angka 11 butir 3.1 yang
menyebutkan keputusan akan
keberatan harus diambil ber-
dasarkan pertimbangan yang
teliti dan cermat serta bersifat
menyeluruh baik mengenai pe-
nilaian terhadap syarat-syarat
keberatan, kebenaran materi,
maupun penentuan dasar pe-
ngenaan pajak serta penerapan
perundangan-undangan yang
berlaku.

Selain itu, tindak pidana ko-
rupsi hampir tidak mungkin
berdiri sendiri. Dalam hal ini
tentu pihak-pihak yang ter-
kait dengan pembayaran PPh
badan utamanya wajib pajak
tersebut sangat mengetahui
siapa saja yang ‘ikut bermain’
dalam pusaran penggerogotan
keuangan negara yang terjadi
pada 2004 tersebut.

Penulis meyakini pengenaan
HP sebagai tersangka merupa-
kan bola salju yang akan terus
menggelinding. Hal itu sekali-
gus menjadi pintu masuk untuk
lebih banyak membongkar
kasus-kasus penyelewengan
uang negara dari sektor yang
paling besar proporsinya se-
bagai pendapatan negara, baik
dari petugas pajak maupun
wajib pajak sendiri.

Sebagai penutup tulisan
ini, soal keberatan pajak ini
akankah menjadi prahara
karier HP yang cemerlang
sewaktu menjabat Dirjen Pa-
jak dan sejak 26 Oktober 2009
menjadi Ketua BPK yang juga
cukup getol untuk memberikan
data audit dan informasi hasil
temuan BPK berkaitan dengan
Hambalang dan Bank Century?
Hanya waktulah yang akan
mampu menjawabnya.
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ISTEM pemerintahan presi-

densial, sesuai dengan ga-

gasan awal, sama sekali tidak

ada hubungannya dengan
hanya partai politik (parpol). Namun,
dalam praktiknya, sistem itu telah di-
hubungkan dengan keberadaan dua
partai. Seolah sistem pemerintahan
presidensial sama dan sebangun de-
ngan dua partai.

Itu sebabnya banyaknya jumlah
parpol dalam satu sistem ketatanega-
raan, yang di dalamnya dilembagakan
sistem pemerintahan presidensial, di-
anggap, kalau tidak menyimpang, ya
anomali. Faktanya sejumlah politikus
yang telah berketetapan hati menjadi
calon presiden terkepung, bukan
dengan presidential threshold, tetapi
juga dengan impian membangun
kaki politik di DPR, kelak bila dirinya
terpilih. Tujuannya sederhana, yaitu
mengefektifkan pemerintahan.

Antitesis

Dari sejarahnya sistem presiden-
sial digagas James Madison. Gagasan
itu dituangkan dalam rancangan
konstitusi Amerika Serikat, yang
diperdebatkan dalam constitutional
convention di Phipladelphia 1787.
Sebagai utusan dalam konvensi itu,
yang menyaksikan sendiri merajale-
lanya parlemen di negara-negara
bagian sebelum constitutional con-
vention, Madison mengambil haluan
mengubah sistem itu untuk dipakai
pada pemerintahan baru di tingkat
nasional.

Sistem itu, dalam penilaiannya,
hanya menghasilkan pemerintahan
yang tidak stabil dan tidak efektif.
Sharing power yang menjadi salah satu
ciri sistem pemerintah parlementer
dinilai Madison tak

Demokrat.

Leadership

Jelas, efektivitas pemerintahan
ialah rindu terbesar di balik gagasan
pemerintahan presidensial. Perso-
alannya ialah bagaimana mewujud-
kannya. Konstatasi konstitusi tidak
serta-merta sama dengan kenyataan.
Faktanya tidak ada satu pun parpol
dalam pileg yang perolehan suaranya
dapat dikonversi menjadi kursi di
atas 50% plus di DPR. Di situlah letak
dilemanya.

Kukuh dengan haluan politik ‘tak
bagi-bagi kursi’ jelas hebat. Sikap itu
jelas dapat ditandai sebagai refleksi
impian besar untuk mengefektifkan
pemerintahan. Namun, soalnya ialah
bagaimana memikat fungsionaris
DPR, agar mereka mati-matian se-
haluan dengan haluan politik pre-
siden. Pada titik ini, praktik koalisi,
gabungan dalam bahasa konstitusi,
pada pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY), tak bisa
disepelekan.

Apakah praktik gabungan partai
dalam memerintah pada satu peme-
rintahan di satu sisi, tetapi berbeda
haluan politiknya di DPR, merupa-
kan tabiat khas politikus yang be-
lum matang? Sulit memastikannya.
Bagaimanapun secara konstitusional,
berbagi kursi menteri dengan parpol
yang bergabung tidak mengubah
locus tanggung jawab pemerintahan,
yang terkonsentrasi pada presiden.

Dalam sistem pemerintahan presi-
densial, baik atau buruknya pemerin-
tahan, menjadi tanggung jawab pre-
siden, bukan menteri. Tidak seperti
sistem parlementer, dalam sistem
presidensial tidak dikenal tanggung

jawab bersama. Pre-

menghasilkan ke-
hidupan berbangsa
dan bernegara yang
stabil. Amerika, kala
itu masih berbentuk
konfederasi, kata
mereka, tidak akan
menjadinegara kuat
di bawah sistem itu, parlementer.

Sharing power harus diakhiri, begi-
tulah spirit dasar konvensi, digan-
tikan dengan sistem pemerintahan
baru. Kekuasaan pemerintahan, da-
lam sistem baru itu, tidak boleh dibagi
atau dijalankan bersama antara pe-
merintah dan parlemen. Kekuasaan
pemerintahan, dalam sistem baru itu,
harus diletakkan sepenuhnya pada
‘presiden’. Presiden harus dijadikan
jabatan tunggal.

Dalam sistem baru itu, kekuasaan
pemerintahan dan pembentukan UU
dipisahkan, setidaknya secara formal.
Itulah yang dikenal kalangan teore-
tikus seperti Sir Ivor Jennings dalam
bukunya The Modern Constitution,
dengan formil separation of power,
bukan material separation, apalagi
strict separation.

Kenyataannya kala sistem ini--pre-
sidensial--dirancang, diperdebatkan,
dan disetujui dalam constitutional
convention itu, kehidupan politik AS
tidak diwarnai dengan parpol seba-
nyak Indonesia saat ini. Tidak terlihat
aliran dan haluan parpol pada consti-
tutional convention ini. Catatan James
M McPherson menunjukkan parpol
baru terlihat pada saat pemilihan
Presiden George Washington 1789.
Pada pemilihan ini muncullah Partai
Federalis, Demokrat, dan Republik.

Dalam pemilihan itu Federalis
main solo. Demokrat dan Repub-
lik membentuk kaukus. Keduanya
memilih George Clinton, Thomas
Jefferson, dan Aaron Burr. Namun,
mereka kalah telak dari Federalis.
George Washington yang dicalonkan
Federalis memenangi pemilihan itu
dengan perolehan suara sebesar 132,
jauh melampaui kandidat lainnya
yang diajukan kaukus Republik-

Akan sangat hebat bila para
capres memiliki keberanian
untuk berpijak hanya pada
derajat /eadership mereka.

siden dalam sistem
presidensial bukan
primus inter pares.
Menteri dalam sis-
tem ini, parlementer,
tidak memikul tang-
gung jawab ganda,
tanggung jawab ter-
hadap kementerian yang dipimpin-
nya, juga kementerian secara kese-
luruhan.

Namun, menariknya panggung
sejarah pemerintahan presidensial
membuktikan satu hal; sistem presi-
densial dengan dua parpol sekalipun
tak serta-merta menjamin pemerin-
tahan bisa efektif. Kedalaman per-
bedaan haluan politik dan derajat
leadership ikut menentukan. Hans
L Trefouse menulis, impeachment
terhadap Presiden Andrew Johnson
(1865-1869) yang dimotori Republik
dipicu pemberhentian Menteri Per-
tahanan Edwin Stanton.

Johnson selamat dari peradilan itu.
Seorang senator Republik mengalih-
kan suaranya mendukung Johnson,
yang berasal dari Demokrat. Johnson
berkompromi memberi kepastian
kepada Republik bahwa menteri
pertahanan baru yang dikehendaki
Republik akan diangkat. Inikah poli-
tik? Entahlah.

Derajat leadership sang presiden
jelas tak bisa disepelekan. George
Washington, orang yang untuk per-
tama kalinya menampilkan presi-
dential leadership, tak membutuhkan
persetujuan Senat dalam meng-
hentikan pemberontakan produsen
minuman Whiskey, dikenal dengan
pemberontakan Whiskey. Begitu juga
yang diperlihatkan Thomas Jefferson,
presiden ke-3 Amerika (1801-1809).
Jefferson tak meminta persetujuan
(consent) Senat ketika memutuskan
membeli Pulau Lousiana dari Prancis.
Akan sangat hebat bila para capres
memiliki keberanian untuk berpijak
hanya pada derajat leadership mereka,
dan meninggalkan praktik bagi-bagi
kursi. Kegemilangan presidensialisme
ialah kegemilangan leadership.
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